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Kata Kunci 

Pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, serah terima pertama hasil pekerjaan (Provisional Hand 

Over), serah terima akhir hasil pekerjaan (Final Hand Over),  masa pemeliharaan, jaminan 

pemeliharaan, dan retensi. 

Abstrak 

Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2014 tepatnya tanggal 11 November 2014 

Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan 

nomor 37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara 

Akhir Tahun 2014.  Maksud diterbitkannya peraturan tersebut memberi petunjuk khusus 

dalam melaksanakan pencairan anggaran belanja negara pada akhir tahun anggaran 

terutama berkaitan dengan pengajuan tagihan kepada Negara melalui KPPN.  

Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah cara pengajuan tagihan 

atas penyelesaian untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang memerlukan masa 

pemeliharaan, khususnya yang masa pemeliharaannya melewati batas tahun anggaran 

dimana pembayarannya tidak mungkin menunggu sampai masa pemeliharaan berakhir.  

Untuk pekerjaan yang telah selesai 100% dan telah dilakukan serah terima pertama hasil 

pekerjaan (Provisional Hand Over)  dapat dibayarkan 100% dari nilai kontrak asalkan 

penyedia barang/jasa menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. 

Jaminan pemeliharaan tersebut  dikembalikan kepada penyedia barang/jasa setelah masa 

pemeliharaan berakhir dan penyedia barang/jasa telah menyelesaikan segala kewajibannya 

selama dalam masa pemeliharaan serta telah dilakukan serah terima akhir pekerjaan (Final 

Hand Over). Jika penyedia barang/jasa tidak memenuhi kewajiban selama masa 

pemeliharaan, jaminan pemeliharaan dicairkan oleh PPK untuk disetorkan ke rekening kas 

negara dan penyedia barang/jasa dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam (black 

list). 

Pasal 71 ayat (4)  Perpres 54/2010 memberikan kesempatan kepada penyedia jasa 

lainnya untuk memilih dua pilihan (memberikan jaminan pemeliharaan atau memberikan 

retensi). Pasal tersebut kemudian dirubah pada Perpres  70 tahun 2012 yang isinya 

mengharuskan penyedia lainnya untuk memberikan jaminan pemeliharaan.  

Pertanyaan yang timbul adalah, apakah memberikan jaminan pemeliharaan tersebut 

merupakan suatu hak yang dapat dipilih oleh penyedia jasa lainnya, ataukah merupakan 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa lainnya.  Tulisan ini mencoba 

meninjau masalah pemberian jaminan pemeliharaan tersebut.   



 

 

 

A. Pekerjaan Yang Memerlukan Masa Pemeliharaan . 

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat empat jenis pekerjaan yaitu:  

1) pengadaan barang,  yaitu pengadaan/pembelian barang berupa benda baik berwujud 

maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, 

dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.  Contoh pengadaan 

barang adalah pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor seperti:  meja, kursi, 

lemari, buku, kertas, pena dan sebagainya. 

2) pengadaan pekerjaan konstruksi, yaitu pengadaan pekerjaan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Contoh 

pengadaan pekerjaan konstruksi adalah pembangunan gedung kantor, rumah dinas, 

pembangunan jembatan, pembuatan kapal dan sebagainya.  

3) pengadaan jasa konsultansi, yaitu pengadaan jasa layanan professional yang 

membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan 

adanya olah pikir (brainware). Contoh pengadaan jasa konsultansi adalah: 

a.  pengadaan jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan 

(supervision) untuk pekerjaan konstruksi  gedung; 

b. jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, 

bantuan teknis, konsultan manajemen, dan konsultan hukum; 

c.  pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan tenaga ahli. 

d.  dll 

 

4) pengadaan jasa lainnya, yaitu pengadaan jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu 

yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah 

dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, atau segala pekerjaan 

dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan 

pengadaan barang. Contoh pengadaan jasa lainnya adalah: 

a. jasa boga (catering service); 

b. jasa layanan kebersihan (cleaning service); 

c. jasa pemeliharaan/perbaikan; 

d. jasa layanan internet; 

e. jasa pekerjaan survei yang tidak membutuhkan telaahan tenaga ahli.  

f. dll. 

 

Untuk pengadaan barang terutama barang-barang elektronik, seperti kipas angin, air 

conditioner, televise, kulkas dan lain-lain, jaminan purna jualnya diberikan oleh pabrik 

atau distributor resmi bukan oleh penyedia atau rekanan.  Karena itu penyedia barang 

tidak terbiasa menjanjikan kesediaan memelihara/memperbaiki kerusakan selama masa 

tertentu yang disebut masa pemerliahaan.  Untuk hasil pekerjaan konstruksi seperti 



 

 

pembangunan gedung dan pekerjaan jasa lainnya seperti pemeliharaan/perbaikan gedung 

dan perbaikan barang elektronik, meskipun ketika dilakukan serah terima kondisi hasil 

pekerjaan terlihat cukup baik, masih  mungkin terjadi kerusakan seperti cat dinding yang 

mengelupas, atap bangunan bocor, saluran air tersumbat, dan lain-lain. Pembuktian bahwa 

kualitas hasil pekerjaan benar-benar baik dapat dilihat setelah hasil pekerjaan tersebut 

digunakan selama waktu tertentu. Demikian juga hasil pekerjaan jasa lainnya seperti 

perbaikan atas kerusakan barang elektronik perlu dibuktikan dengan menggunakannya 

selama beberapa waktu tertentu.  Selama waktu tersebut kerusakan yang terjadi pada hasil 

pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya tetap menjadi tanggung jawab penyedia yang 

mengerjakannya. Masa waktu dimana penyedia masih bertanggung jawab untuk 

memperbaiki segala kerusakan yang timbul tersebut disebut masa pemeliharaan.   

Kewajiban penyedia untuk melakukan pemeliharaan terhadap hasil pekerjaan yang 

telah diserahkannya diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 pasal 95 ayat (5) yang 

berbunyi: 

Khusus pekerjaan konstruksi/jasa lainnya: 

a. Penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil 

pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya 

tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan. 

b. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) 

bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen masa pemeliharaan paling 

singkat 3 (tiga) bulan. 

 

Jaminan pemeliharaan adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank atau 

asuransi yang isinya menjamin bahwa penyedia akan melaksanakan kewajibannya 

melakukan pemeliharaan terhadap hasil pekerjaannya serta kesanggupan pihak 

bank/asuransi (sebagai penjamin) untuk mengembalikan pembayaran biaya pemeliharaan 

yang telah dibayarkan kepada penyedia sebesar 5% dari nilai kontrak jika penyedia sebagai 

pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan. 

 

B. Perubahan Peraturan Presiden 

Ketentuan tentang jaminan pemeliharaan diatur dalam pasal 71 Perpres nomor 

54/2010 yang berbunyi: 

(1) Jaminan pemeliharaan wajib diberikan oleh penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya 

setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen); 

(2) Jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak harus diberikan 

kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang 

telah diserahkan; 

(3) Jaminan pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa 

pemeliharaan selesai;  

(4) Penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat memilih untuk memberikan jaminan 

pemeliharaan atau memberikan retensi”.   



 

 

(5) Jaminan pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya 5%  

(lima perseratus) dari nilai kontrak pengadaan pekerjaan konstrusi/jasa lainnya. 

 

Dalam Perpres nomor 70/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 71 tersebut 

dirubah dengan menghilangkan kata “jasa lainnya” pada pasal 71 ayat (4) sehingga pasal 

tersebut selengkapnya menjadi: 

 

(1) Jaminan pemeliharaan wajib diberikan oleh penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya 

setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen); 

(2) Jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak harus diberikan 

kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang 

telah diserahkan; 

(3) Jaminan pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa 

pemeliharaan selesai;  

(4) Penyedia pekerjaan konstruksi dapat memilih untuk memberikan jaminan pemeliharaan 

atau memberikan retensi;   

(5) Jaminan pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya 5%  

(lima perseratus) dari nilai kontrak pengadaan pekerjaan konstrusi/jasa lainnya. 

 

Dengan perubahan pasal 71 ayat (4) Perpres tersebut di atas dimana kata “jasa 

lainnya” tidak lagi dimuat dalam rumusan pasal tersebut, maka secara gramatikal dapat 

diartikan bahwa semenjak berlakunya Perpres nomor 70 tahun 2012 penyedia jasa lainnya 

tidak lagi memiliki hak untuk memilih apakah memberikan jaminan pemeliharaan ataukan 

memberikan retensi. Karena itu penyedia jasa lainnya harus tunduk pada pasal 71 ayat (1) 

yang mewajibkannya untuk  memberikan jaminan pemeliharaan. 

 

C. Perbedaan antara Jaminan Pemeliharaan dan Retensi.  

Perbedaan utama antara menyerahkan jaminan pemeliharaan dengan menyerahkan retensi 

terletak pada waktu pembayaran biaya pemeliharaan (5% dari nilai kontrak).  

Pada pembayaran dengan menyerahkan retensi, jumlah pembayaran yang dibolehkan 

berdasarkan berita acara serah-terima pertama (Provisional Hand Over) adalah 95% dari 

nilai kontrak. Sisanya 5% dari nilai kontrak hanya boleh dibayarkan setelah masa 

pemelihaan berakhir.   

Mekanisme pembayaran dengan memberikan retensi adalah sebagai berikut: 

1. Setelah pekerjaan konstruksi/jasa lainnya selesai 100% dilakukan serah terima hasil 

pekerjaan untuk pertama kali (Provisional Hand Over). 

2. Berdasarkan berita acara penyerahan hasil pekerjaan untuk pertama kali (Provisional 

Hand Over), PPK dapat melakukan pembayaran 95% dari nilai kontrak. Penyedia 



 

 

masih memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan yaitu memperbaiki setiap 

bentuk kerusakan/kekurangan yang mungkin timbul selama masa pemeliharaan.   

3. Setelah masa pemeliharaan berakhir dan seluruh kerusakan/kekurangan yang 

diketahui/terjadi selama masa pemeliharaan telah diperbaiki oleh penyedia, dilakukan 

serah terima pekerjaan untuk kedua kalinya atau serah terima akhir (Final Hand Over). 

4. Berdasarkan berita acara serah terima akhir (Final Hand Over), PPK dapat melakukan 

pembayaran retensi sebesar 5% dari nilai kontrak. 

 

Pada pembayaran dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan jumlah dibolehkan 

berdasarkan berita acara serah-terima pertama (Provisional Hand Over) adalah sebesar 

100% dari nilai kontrak.  Mekanisme pembayaran dengan memberikan jaminan 

pemeliharaan adalah sebagai berikut: 

1. Setelah pekerjaan konstruksi/jasa lainnya selesai 100% dilakukan serah terima hasil 

pekerjaan untuk pertama kali (Provisional Hand Over).  Penyedia menyerahkan 

jaminan pemeliharaan sesebar 5% dari nilai kontrak. 

2.  Berdasarkan berita acara penyerahan hasil pekerjaan untuk pertama kali (Provisional 

Hand Over), dan Jaminan pemeliharaan, PPK dapat melakukan pembayaran 100% dari 

nilai kontrak.  Penyedia masih memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan 

dengan memperbaiki setiap bentuk kerusakan/kekurangan yang mungkin timbul selama 

masa pemeliharaan.   

3. Setelah masa pemeliharaan berakhir dan seluruh kerusakan/kekurang yang 

diketahui/terjadi selama masa pemeliharaan telah diperbaiki oleh penyedia, dilakukan 

serah terima pekerjaan untuk kedua kalinya atau serah terima akhir (Final Hand Over).  

4. Setelah dilakukan serah terima akhir (Final Hand Over), Jaminan pemeliharaan 

dikembalikan kepada penyedia. 

 

 

D. Jaminan Pemeliharaan Hak atau Kewajiban. 

Apakah memilih memberikah jaminan pemeliharaan merupakan hak penyedia, 

ataukah merupakan kewajiban penyedia?  Pertanyaan tersebut agak menggelitik karena:  

a. berdasarkan pasal 71 ayat (4) Perpres nomor 54/2010 penyedia penyedia jasa lainnya 

diberikan hak untuk memilih antara memberikan jaminan pemeliharaan dan 

memberikan retensi. 

b. berdasarkan pasal 71 ayat (4) Perpres nomor 70/2012 penyedia jasa lainnya tidak lagi 

diberikan hak untuk memilih.  

c. Dengan hilangnya hak untuk memilih tersebut, maka penyedia jasa lainnya tunduk 

pada pasal 71 ayat (1) Perpres nomor 70/2012  harus memberikan jaminan 

pemeliharaan.  

Pasal 71 ayat (4) Perpres nomor 54/2010 memberikan kesempatan kepada penyedia 

pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya untuk memilih, tentu saja penyedia pekerjaan 



 

 

konstruksi/jasa lainnya lebih suka memilih memberikan jaminan pemeliharaan. Dalam 

keadaan normal adalah tidak mungkin ada penyedia yang mengatakan lebih baik menerima 

pembayaran 95% ketimbang menerima pembayaran 100% sebelum serah terima akhir hasil 

pekerjaan.  Karena itu memberikan jaminan pemeliharaan lebih tepat digolongkan sebagai 

hak,  bukan merupakan kewajiban. 

Dengan terbitnya Perpres 70/2012 tertutup sudah kesempatan bagi penyedia jasa 

lainnya untuk memilih memberikan retensi, ia harus memilih memberikan jaminan 

pemeliharaan, padahal dari kaca mata  penyedia sebagai pelaku bisnis,  memberikan 

jaminan pemeliharaan  lebih menguntungkan dibandingkan memberikan retensi. Jika 

penyedia memilih untuk memberikan retensi, berarti setelah pekerjaan selesai 100% 

penyedia baru bersedia menerima pembayaran sebesar 95% dari nilai kontrak.  Jika 

penyedia memilih untuk memberikan jaminan pemeliharaan, setelah pekerjaan selesai 

100% penyedia meminta pembayaran 100% dari nilai kontrak, walaupun penyedia masih 

memiliki kewajiban yang belum dilaksanakannya yaitu melakukan pemeliharaan.    

Jika memang benar perubahan pasal 71 ayat (4) dimaksudkan untuk memaksa 

penyedia jasa lainnya memilih memberi jaminan pemeliharaan, sedangkan memberikan 

jaminan pemeliharaan tersebut adalah hak penyedia jasa lainnya,  maka ketentuan tersebut 

tidak sesuai dengan asas hukum yang berlaku yakni bahwa tak seorangpun yang 

diwajibkan menggunakan haknya (Juru suo uti nemo cogitur).  Tetapi jika penyedia jasa 

lainnya tetap dibolehkan memilih memberikan retensi, mengapa kata “jasa lainnya” dalam 

rumusan pasal 71 ayat (4) Perpres 54/2010 tidak lagi dimunculkan dalam pasal 71 ayat (4) 

Perpres 70/2012. 

Jika dilihat dari hasil perubahan pasal 71 ayat (4) Perpres 54/2010 yang dirubah dengan 

pasal 71 ayat (4) Perpres 70/2012, perubahan pasal tersebut tidak membawa perbaikan 

sama sekali terhadap sistem pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam 

kaitannya dengan penyedia jasa lainnya malah menimbulkan pertanyaan tentang filosofi 

yang menjadi latar belakang perubahan tersebut.  

Jika dilihat dari rumusan kalimat dalam Perpres 54/2010, antara pasal ayat (1) dan 

ayat (4) pasal tersebut saling bertentangan.  Pasal 71 ayat (1) mewajibkan penyedia 

memberikan jaminan pemeliharaan, sedangkan pasal 71 ayat (4) memberikan alternativ 

pilihan kepada penyedia pekerjaan konstruksi antara memberikan jaminan pemeliharaan 

ataukah memberikan retensi.   Terhadap pertentangan kedua pasal tersebut dapat dipahami 

sebagai berikut: 

a. Kata “jaminan pemeliharaan” dalam rumusan pasal 71 ayat (1) “berarti kesanggupan 

untuk melakukan perbaikan jika terdapat kerusakan”.  Pemeliharaan terhadap hasil 

pekerjaan yang telah diselesaikan menjadi tanggung jawab pihak penyedia sehingga 

pada akhir masa pemeliharaan kondisi hasil pekerjaan sama dengan ketika baru 

diselesaikan.   

b. Kata “jaminan pemeliharaan” dalam rumusan pasal 71 ayat (4) berarti “surat jaminan 

pemeliharaan” yaitu jaminan tertulis yang diterbitkan oleh bank atau asuransi yang 

memiliki program suretybond.  

 



 

 

Kalau memang pemahaman tersebut di atas adalah benar, semestinya pembuat 

Perpres menggunakan kata-kata yang berbeda. Sebab jika menggunakan kata-kata yang 

sama persis apalagi dalam penjelasannya ditulis “cukup jelas” sebagaimana yang terdapat 

pada Perpres 54/2010 akan menimbulkan persoalan pada saat penerapannya.  Drs. C.S.T. 

KANSIL, SH. Dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum mengemukakan banyak cara 

menafsirkan peraturan perundang-undangan seperti gramatikal, sahih/autentik, historis, 

sistematis, nasional, teologis, ekstensif, restriktif, analogis, dan acontrario.  Namun Prof. 

DR. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam bukunya Perihal Undang-Undang mengatakan “Dalam 

memahami norma dalam undang-undang, the cardinal rule of interpretation yang diakui 

secara umum ialah bahwa metode pertama yang harus diterapkan adalah metode penafsiran 

gramatikal tau harfiah (grammatical  or literal interpretation)”. Penafsiran gramatikal 

adalah penafsiran dengan berpedoman pada arti perkataan dalam hubungannya satu-sama 

lain menurut arti dalam kebiasaan sehari-hari. 

Bagaimanapun pembuat aturan harus memilih kata-kata yang tepat agar tidak 

menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.  Rumusan kalimat dalam peraturan 

perundang-undangan akan dibaca dan diterapkan bukan hanya oleh orang yang 

merumuskannya tetapi oleh semua orang.  Karena itu langkah pertama dalam memahami 

peraturan adalah dengan menafsirkan kalimat yang ada secara gramatikal yaitu dengan 

berpedoman pada arti perkataan dalam hubungannya satu-sama lain menurut arti dalam 

kebiasaan sehari-hari.   

E. Kapan Jaminan Pemeliharaan Diperlukan 

Apakah harus menggunakan surat jaminan pemelihaan?  Selain mengundang 

pertanyaan tentang filosofi di balik perubahan Pasal 71 ayat (4) Perpres 70/2012, pasal 

tersebut juga tidak sejalan dengan pasal 89 ayat (5) Perpres 70/2012 yang berbunyi ”PPK 

menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk jaminan 

pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa 

pemeliharaan”. Menurut pasal 89 PPK harus menahan sebagian pembayaran. Hal ini 

berarti bahwa penyedia tidak boleh memilih untuk memberikan jaminan pemeliharaan, 

malinkan harus memilih memberikan retensi. 

Sebenarnya jaminan pemeliharaan hanya dibutuhkan dalam hal masa pemeliharaan 

melewati batas akhir tahun anggaran. Jika  masa pemeliharaan tidak melewati batas tahun 

anggaran penundaan sebagian pembayaran sebagai retensi oleh PPK sesuai pasal 89 ayat 

(5) lebih tepat untuk dilaksanakan. Sebagai contoh jika pekerjaan konstruksi/jasa lainnya 

telah selesai 100% dalam bulan Juni sedangkan masa pemeliharaannya hanya 3 (tiga) 

bulan, maka  pada akhir Juni lebit tepat dibayar  95% dan sisanya dibayarkan dalam bulan 

September setelah habis masa pemeliharaan. Dengan menahan pembayaran sebesar 5% 

dari nilai kontrak PPK lebih memiliki kekuatan untuk memaksa penyedia melakukan 

seluruh kewajibannya memperbaiki seluruh kerusakan yang timbul dalam masa 

pemeliharaan.  Tetapi jika masa pemeliharaan melewati batas akhir tahun anggaran, 

penundaan sebagian pembayaran tersebut berbenturan dengan waktu berlakunya dokumen 

anggaran. Kondisi inilah yang sebenarnya membolehkan penyedia memberikan jaminan 

pemeliharaan. 



 

 

F. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan antara lain: 

1. Mekanisme pembayaran dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan adalah hak yang 

dapat dipilih oleh penyedia barang/jasa. Dalam hal penyedia tidak ingin menggunakan hak 

tersebut penyedia dapat memilih mekanisme pembayaran dengan memberikan retensi. 

2. Penyedia barang/jasa, termasuk penyedia jasa lainnya, tidak dapat dipaksakan untuk 

memilih pembayaran dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan. Karena itu perubahan 

pasal 71 ayat (4) Perpres nomor 70/2012 yang tidak lagi memberikan kesempatan  

penyedia jasa lainnya memilih (memberikan jaminan pemeliharaan atau memberikan 

retensi), bertentangan dengan asas hukum yang berlaku universal.  

3. Menahan retensi sebesar 5% dari nilai kontrak sebagaimana diatur pasal 89 ayat (5) adalah 

hak PPK. Karena itu jika PPK diperbolehkan tidak menyetujui pilihan penyedia untuk 

memberikan jaminan pemeliharaan, kecuali jika masa pemeliharaan melewati batas akhir 

tahun anggaran.    
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